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NUBAT KIPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMP
PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
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TENTANG e
HONORAIIUM THNAGA AHLI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAE PERLINDUNG
SIMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KOTA SAMARINDA

Mospohatihan 1 Poraturan Wahkota Samarinda Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pcn}bcntukan
erta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah

Porlindungan Perempuan dan Anak (U
Porempuan dan Perlindungan Anak
sebagai pengamalan Pancasila d:g

Menim a  bahwa hakikat pembangunan nasional
= Undang- Undnn‘:m lh!lf Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adal
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan splumh
masyarakat Indonesia yang mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan
jermasuk pembangunan keluarga sejahtera untuk mewujudkan masyarakat
adil dan makmur,
b bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaa
Beijing (12 Area Kritis Perempuan ), CEDAW, Millenium Development |
Goal's (MDGs) dan Sustainable Development Goals (SDGS), Pemerintah
Daerah Kota Samarinda memerlukan wadah melalui Unit Pelaksana Teknis |
Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang merupakan

salah satu bentuk pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya
pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan,

ekonomi, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan kekerasan
terhadap perempuan dan anak;

¢ bahwa dalam rangka terwujudnya pemberdayaan perempuan dan anak

| melalui kesediaan wadah kegiatan layanan fisik, informasi, rujukan,

konsultasi dan advokasi bagi perempuan dan anak yang mengalami tindak

kekerasan, maka dibentuk Tim Penegak dan Bantuan Hukum Korban Kasus

Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak . Tim Pendamping Psikolog

Korban Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Tim Penyidik

Korban Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dan Tim

Pendampingan Korban Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak,
pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

(UPTD PPA) Kota Samarinda;

| d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hutuf a,
| huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

Mengingat L Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi
Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against
Women ) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29 , Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3277 );

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3886 ),

n implementasi hasil-hasil konvens
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